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BATAM KOTA - Menteri Badan Usaha Milik

pelayanan Lengkap, MPP
Batam Terbaik di Indonesia

Centre (SPC), Rabu (11/4).

Negara (BUMN) Rini Soemarno m
Mal Pelayanan
merupakan perconto
terbaik di Indonesia.
komplit, fasilitas penunjang j
emberikan kenyamanar.

engatakan,
Publik (MPP) Batam

han mal pelayanan
Selain pelayanan yang
uga bagus dan

e |

"Untuk calon investor ju-
ga harus dilayani. Walaupun
sekadar informasi,” ujarnya
bersama Menteri Pemberdaya-
an Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Men Pan-RB)
Asman Abnur dan Jaksa Agu-
ng Muhammad Prasetyo saat
berkunjung ke MPP Batam di
Gedung Sumater Promotion

Kegiatan ini juga untuk

melihat persiapan sebelum di-
resmikan oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi) pada bulan
ini. Menurut dia, MPP Batam
berbeda dengan daerah lain.
Seluruh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang ditempatkan se-
suai dengan kompetensi untuk

ofisiensi layanan kepada ma-
syarakat. "Dengan adanya pela-
yanan ini, pasti bisa menyatu-
kan semua. Persoalan investor
akan mudah selesai,” katanya.
Beberapa waktu lalu, sam-
bungnya, di daerah-dae rah lain
mengalami permasalahan ke-
percayaan dari calon Investor,
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Sehingga pendapatan dae-
rah dan negara turun, Namun
dengan adanya MPP, ja yakin
berbagai persoalan investasi
akan segera selesai. "Apalagi
dengan dilakukannya nontun-
ai dan sistem online. Trust (ke-
percayaan) investor akan naik,”
kata Rini.

Menpan-RB Asman Abnur
menjelaskan, bahwa awalnya
di Indonesia, percontohan MPP
hanya dilakukan di empat kota
besar seperti Jakarta, Surabaya,
Bali dan Banyuwangi. Namun
kagena antmo banyak yang ter-

tarik, Batam terpilih menjadi
salah pilot project. "Respons
paling cepat datang dari Batam.
Sekarang di sini jadi contoh.
Rahkan, sekarang MPP jadi vi-
ral. Sudah 19 daerah antre mau
buat MPE," kata Asman.

Dia berharap dengan adanya
mal pelayanan ini, perizinan
yang memakan waktu hitungan
hari, bisa dipersingkat menjadi
hitungan jam. Begitu juga peri-
zinan vang berjam-jam agar di-
percepat. "Saya yakin, dengan
begitu pertumbuhan investasi
akan baik,” katanya.

Asman juga mengatakan,

MPP Batam dapat membantu
meningkatkan peringkat [ndo-
nesia terhadap kem n bis-
nis atau Ease Of Doing Business
(EODR) dari peringkat 71 ke 40
dunia, "Itu perintah presiden.
Dengan transparansi, dan ke-
mudahan, kami yakin bisa ter-
capai,” ujarnya,

Jaksa Agung Muhammad
Prasetyo turut mengapresiasi
langkah yang diambil Batam
terhadap pembangunan MPF.
la yakin, pemerintah dapat me-
nyehatkan kualitas pelayanan
publik dengan MPP. “Dengan

nya," katanya.

Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP), Gustian
Riau mengaku senang mendapat
kabar bahwa MPP yang dikelola
Pernko Batam menjadi salah satu
yang terbaik di Indonesia. "Per-
tama merasa senang. Memang
sesuai dengan komitmen, beliau
(Menpan-RB) akan menghadir-
kan Menteri BUMN. Untuk me-
lihat apakah ada transaksi tunai
atau nontunai,” katanya.

Sejalan dengan keinginan
Wali Kota Batam Muhammad
Rudi, Gustian akan kembali me-

ningkatkan pelayanan jelang
peresmian yang akan dilak-
sanakan April ini oleh Presiden
Joko Widodo. “Untuk tanggal-
nya belum tahu, Yang jelas April
ini dijadwalkan,” katanya,

MPP, pasti lebih ringan tugas-
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Pengurusan E-KTP
Maksimal24 Jam

BATAM KOTA - Sanksi pem-
ecatan menanti Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) yang tak bisa
melayani pembuatan dokumen
kependudukan dalam waktu
maksimal 24 jam,

Ancaman itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Nege-
ri (Permendagri) Nomor 19 Ta-
hun 2018 tentang Peningkatan
Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan.

Regulasi itu dikeluarkan
sebagai respons permintaan
Presiden Joko Widodo agar
Kemendagri mempercepat
proses pembuatan e-KTP.
Permintaan ini disampaikan
dalam rapat terbatas tentang
penataan administrasi kepen-
dudukan di Kantor Presiden,
Rabu (4/4). "Sampai saat ini
kami belum terima. Tapi Ba-
tam masih aman," kata Wakil
Wali Kota Batam, Amsakar
Achmad, kemarin.

Menurut dia, untuk
pencetakan kartu indentitas
tersebut di Batam masih aman,
Masyarakat diminta segera

mengambil e-KTP di kantor
Camat masing -masing.

‘Saya sudah turun keempat
kecamatan. Masih ada 6.000
KTP yang belum diambil. Ada
juga 3.000 KTP di kecamatan
yang belum diambil," ujarnya.

Wali Kota Batam Muham-
mad Rudi, sambungnya, telah
menginstruksikan seluruh ca-
mat dan lurah untuk pro aktif
menyelesaikan e-KTP di akhir

Mei. Karena data kependudu-
kan di e-KTP ini dibutuhkan
untuk persiapan pemilihan
umum presiden dan legislatif
2019 mendatang. -

Kepala Disdukcapil Batam

Delapan
kecamatan sudah

selesai. Tugas
kecamatan untuk
mendistribusikannya
ke masyarakat.
Kami mengimbau
untuk cek ke kantor

camatnya masing-
masing,

SAID KHAIDAR
Kepala Disdukcapil Batam

Said Khaidar mengaku menye-
lesaikan pencetakan e-KTP di
delapan kecamatan. Di anta-
ranya, Belakangpadang, Bu-
lang, Galang, Nongsa, Sagu-
lung, Batuaji, Sei Beduk, dan
Batam Kota. :

"Delapan kecamatan sudah
selesai, Tugas kecamatan un-
tuk mendistribusikannya ke
masyarakat. Kami mengimbau
untuk cek ke kantor camatnya
masing-masing," kata Said.

Saat ini, sambungnya,
petugas Disdukcapil Kota Ba-
tam tinggal menyelesaikan
pencetakan e-KTP di empat
kecamatan, antara lain Seku-
pang, Batuampar, Bengkong,
dan Lubukbaja. Percepatan
pencetakan e-KTP ini mem-
bantu masyarakat untuk bisa
mendapatkan hak pilih pada
Pemilu 2019 mendatang, Said
optimis target penyelesaian aw-
al Mei bisa tercapai. "Kemarin
baru dapat lagi 30 ribu keping
blanko. Rencananya untuk
Bengkong dan Lubukbaja. Dat-
anya sesuai dengan print ready
record,” ujarnya.
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Awasi Peredaran Makanan Tak Layak Konsumsi

BATAM KOTA - DPRD Batam me-

minta Dinas Perindustrian dan Per-

dagangan (Diseprindag) melakukan
monitoring atau pengawasan terha-
dap produk yang tidak fayak dikon-
sumsi masyarakat.

Selama ini antara Pemko Batam
dan Pemprov kurang koordinasi dan
tidak maksimal dalam melakukan
pengawasan di lapangan. "Salah sa-
tunya adalah koordinasi pengawasan
beredarnya sarden di Batam, kata
anggota Komisi [l DPRD Batam, Uba
Ingan Sigalingging dalam Rapat Den-
gar Pendapat (RDP), Selasa (10/4).

Koordinasi ini penting dilakukan
karena setiap permasalahan yang

teriadi. masyarakat selalu menga-

du ke DERD Batam. Padahal sesuai
Undang-Undang (U) Momor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kewenangan berada di Dis-
perindag provinsi. “Kami ingin ada
koordinasi yang baik dalam penga-
wasan produk-produk makan ber-
bahaya yang beredar di masyarakat,”
ujarnya.

Selain itu, Uba juga menyoroti

KORAN SINDO BATAM TEGUH PRIMATNA

Kepala Disperindag Batam Zarefriad
Hengkl, sidak di gudang Bolog Bats

rendahnya realisasi anggaran di tri-
wulan pertama. Dari tujuh kegiatan,
baru dua program yang sudah berja-
lan yaitu peningkatan administrasi
perkantoran 18,64 persen dan op-
erasionalisasi dan pengembangan
UPT kemetrologian daerah sekitax
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14,91 persen,

Sedangkan realisasi kegiatan pe-
ningkatan sarana dan prasaranan
aparatur, operasional Dewan Keraji-

mﬂaﬂmﬂﬂaﬂmh{w_ ri

sar kebutuhan pokok bazar sembako
murah masih kosong. "Seharusnya
di triwulan pertama ini harus ke-
seluruhan realisasi sekitar 25 per-
sen,” katanya.
Kabid Perindustrian dan ESDM
indag Batam, M Zen mengata-
kan program Dekranasda akan mu-
lai berjalan pada akhir April nanti.
Pihaknya terus melakukan pembi-
naan kelompok kerajinan yang lama
dan baru. “Dalam melakukan pem-
binaan, kami tidak memiliki angga-
ran,'Karena anggaran yang ada sa-
ngat terbatas sekitar Rp129 juta,’
kata Zen.
Kabid

garkerentuan di tengah masyarakat
dan berkoordinasi dengan provinsi
serta Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM). "Pengawasan su-
dah tidak di kami lagi. Tapi monito-




BATAM KOTA - Pemko Batam

tahun ni mulai menerapkan re
tribusi retribusi) un
tuk pengelolaan persampahan.
Sejak diterapkan, Dinas Lingku-
ngan Hidup (DLH) Kota Batam
menerima banyak kunjungan
studi dari daerah lain.

"Kota Pekanbaru, Pangkal-
pinang, pernah berkunjung
ke DLH. Terakhir dari DPRD
Kota Samarinda,” kata Kepala
DLH Kota Batam, Herman Ro-
zie, kemarin

i online (e

DLHTargetkan21.0000b

J_'-'||'11 Seksi Retribus,

Dwiki Septiawan saat mene-
rima kunjungan menjelaskan
bahwa persiapan pelaksa-
naan e-retribusi sudah dimu-
lai sejak 2016. Dan untuk pen-
gadaan perangkat pendukung-
nya pada 2017 lalu.

"Untuk pelaksanaan kami
mulai di 2018, Tahap awal,
diujicobakan di 10 peruma-
han yang ada di Kecamatan
Sekupang sebagai objek re-
tribusi,” ujarnya.

TERAPKAN E-RETRIBUSI SAMPAH

Sistemnya yaitu dengan
menempelkan kode palang atau
barcode di setiap objek retribu-
si. Pada periode Januari-Febru-
ari sedikitnya 1.900 objek retri-
busi sudah diberlakukan pem-

hayaran secara nontunai.

“Targetnya 21.000 objek £

retribusi persampahan yang
mendapat layanan nontunai di
2018 ini,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Ba-
tam Muhammad Rudi memer-

intahkan agar instansi di ling-

HERMAN ROZIE
Kepala DLH Kota Batam

jek Retri

L!mum Daerah (RSUD) Em-
bung Fatimah, kecamatan
dan kelurahan harus sudah
memberikan layanan secara
online kepada masyarakat.
Sehingga ke

lagi layanan manual kepada
' kat.
ber-

basis dmni
kan belum munrl meng-
nakan e . Teruta-

depan tidak ada

rang

bérikan layanan secara

online,” Kata Rudi.
Jika semua sudah berbasis
online, akan memhquan ke-

perikan layanan |
syarakat saja, unl‘u.'nt urusan in-
ternal Pemko Batam pun, Rudi
mengharapkan agar antara
sistem yang satu dengan yang
lain saling terhubung,

"Ini harus kami dn;nulﬂ dari
sekarang, sesuai in-
truksi Pak Presiden. E;kan
Pak Presiden akan membuat

regulasi baru menyangkut pe-
rizinan. Perubahan ini harus

segera dilaksanakan,” katanya.
@ iwan sahputra
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